
 

SALINAN 



 



 



(2) Walikota dapat melimpahkan pelaksanaan tugas evaluasi Program Zero 
Poverty sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemberdayaan 
Masyarakat. 

 

 
Pasal 6 

 

Dalam melaksanakan tugas evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 
Badan Pemberdayaan Masyarakat dapat melibatkan instansi terkait dan pihak-
pihak yang berkepentingan dengan Program Zero Poverty. 

 

 
Bagian Kedua 

Pengawasan 

 
Pasal 7 

 
(1) Pengawasan terhadapProgram Zero Poverty yang diatur dalam Peraturan 

Daerah ini dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat. 

 
(2) Warga masyarakat dapat memberi saran atau masukan terkait dengan 

Pengawasan Program Zero Poverty. 
 

 
BAB IV 

 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 8 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu. 

 

 

                                                                        Ditetapkan di Palu 

                                                                        Pada tanggal 23 Desember 2013 
 

                                                                           WALIKOTA PALU 

 
                                                                                ttd 

 

                                                                       RUSDY MASTURA 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Diundangkan di Palu 

Pada tanggal 23 Desember 2013 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU, 

 

          ttd 
 

AMINUDDIN ATJO 

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2013 NOMOR 27 
 

 
 

 

 
 


